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I. UMUM

Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk
meningkatkan investasi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja
dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja
baru serta mendorong pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil,
dan menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian
nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Pusat telah mengundangkan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai
langkah kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja
melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan
peningkatan kualitas koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait
peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan kegiatan berusaha
paling sedikit memuat pengaturan mengenai: penyederhanaan perizinan
berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi,
pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi.

Sektor Jasa Konstruksi sebagai salah satu bidang dari pekerjaan
umum dan perumahan rakyat harus menyesuaikan dengan cita-cita dari

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah
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satunya dengan menyesuaikan peraturan pelaksanaan dari Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah beberapa substansi
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yaitu terkait tanggung jawab
dan kewenangan serta perizinan berusaha, penetapan bentuk dan
Kualifikasi usaha, sertifikasi dan registrasi badan usaha, registrasi
pengalaman badan usaha, Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi,
perizinan berusaha bagi lembaga pendidikan dan pelatihan kerja,
registrasi dan tata cara pemberian tanda daftar pengalaman profesional,
penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat, dan sanksi.
Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menindaklanjuti Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan melakukan
beberapa perubahan dan inovasi. Perubahan dan inovasi meliputi
penyederhanaan proses bisnis persyaratan usaha, dimana permohonan
pemenuhan persyaratan berusaha yaitu nomor induk berusaha dan
sertifikat melalui satu pintu yaitu Online single submission (OSS).
Perkuatan peran Masyarakat Jasa Konstruksi dimana Lembaga Sertifikasi
Profesi (LSP) menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Kerja dan Lembaga
Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) menyelenggarakan sertifikasi badan
usaha. Sistem informasi pada LSP dan LSBU akan terintegrasi dengan
OSS untuk mempercepat akses data. Integrasi data antarsistem informasi
akan mengoptimalisasi penggunaan data yang valid, akurat, mutakhir,
terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah  diakses, dan
dibagipakaikan. Konsolidasi kompetensi kerja Konstruksi yang diterbitkan
oleh LSP terlisensi oleh lembaga independen sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan keprofesian untuk diakui sebagai
Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. Perkuatan penerapan prinsip
Konstruksi Berkelanjutan dan Standar Keamanan, Keselamatan,
Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi dengan adanya kriteria
pemenuhan aspek Konstruksi Berkelanjutan pada setiap tahapan
penerapan prinsip Konstruksi Berkelanjutan. Penerapan SMKK dengan
mengintegrasikan keamanan dan Keselamatan Konstruksi, mutu, dan
lingkungan ke dalam norma dokumen Rencana Mutu Pelaksanaan
Kontrak (RMPK), Program Mutu, Rencana Kerja Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan (RKPPL), dan Rencana Manajemen Lalu Lintas

Pekerjaan (RMLLP) menjadi bagian dari penerapan SMKK.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 6A

Cukup jelas.

Pasal 6B

Cukup jelas.

Pasal 6C

Cukup jelas.

Pasal 6D

Cukup jelas.

Pasal 6E

Cukup jelas.

Pasal 6F

Cukup jelas.

Pasal 6G

Cukup jelas.

Pasal 6H

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 6J

Cukup jelas.

Pasal 6K

Cukup jelas.

Pasal 6L

Cukup jelas.
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Pasal 6M

Cukup jelas.

Pasal 6N

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 6P

Cukup jelas.

Pasal 6Q

Cukup jelas.

Pasal 6R

Cukup jelas.

Pasal 6S

Cukup jelas.

Pasal 6T

Cukup jelas.

Pasal 6U

Cukup jelas.

Pasal 6V

Cukup jelas.

Pasal 6W

Cukup jelas.

Pasal 6X

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 11

Cukup jelas.
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Angka 7
Pasal 12
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 20
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 22
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 26A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Sumber daya material dan peralatan Konstruksi
yang digunakan pada Pekerjaan Konstruksi
tercatat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi
terintegrasi melalui aplikasi informasi material
dan peralatan Konstruksi.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 26B
Cukup jelas.
Pasal 26C
Cukup jelas.
Pasal 26D
Cukup jelas.
Angka 11
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.



